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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog 

yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun 

beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan 

kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan 

publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. 

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan 

dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga 

evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta 

sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya 

FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan 

mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan 

melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan 

kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan 

yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk 

diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

Untuk memperoleh saran dan masukkan dari pengguna layanan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga 



kesehatan di aplikasi MPP Digital yang dituangkan dalam Standar 

Pelayanan. 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan 

publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik 

yang dituangkan dalam Standar Pelayanan (SP). 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan; 

b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan; 

c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan 

untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam 

memberikan layanan kepada publik; 

f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-

Undang Pelayanan Publik; 

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau 

sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

3. Ruang Lingkup 

1) Standar Pelayanan Perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada 

aplikasi MPP Digital; 

 



2) Capaian kinerja pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Purbalingga  yang 

diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari  : Senin 

Tanggal : 18 November 2024 

b. Tempat Pelaksanaan 

Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo Kabupaten 

Purbalingga. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Purbalingga. 

b. Peserta FKP 

Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, 

Laboratorium, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan, 

Asosiasi Organisasi Profesi dan Media Massa. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka dalam bentuk diskusi dua 

arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam 

proses pengurusan izin tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui aplikasi 

MPP Digital yang dituangkan dalam Standar Pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

09.00 s.d 09.30 Registrasi Peserta   

09.30 s.d 10.00 Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala 

DPMPTSP Kabupaten Purbalingga 

Dipandu MC 

10.00 s.d 10.30 Pemaparan dari Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana Kabupaten Purbalingga 

  

10.30 s.d 11.30 Pemaparan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Purbalingga 

  

11.30 s.d 12.00 Pemaparan dari DPMPTSP Kabupaten 

Purbalingga 

  

12.00 s.d 13.00 Tanggapan   

13.00 s.d 13.30 Penutupan  

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

a. Belum ada alur pendaftaran izin melalui aplikasi MPP Digital yang jelas 

dalam draft Standar Pelayanan . 

b. Respon dari verifikator MPP Digital masih lambat sehingga perlu ditetapkan 

jangka waktu pelayanan yang tegas dalam Standar Pelayanan. 

c. Jenis-jenis pelayanan di MPP belum dipahami oleh masyarakat atau unit 

kerja dengan optimal. 

 

2. Analisis 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dianalisa bahwa 

pengguna layanan, yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten 

Purbalingga masih belum memahami alur proses perizinan di aplikasi MPP 

Digital, hal ini dikarenakan MPP Digital merupakan aplikasi yang relatif masih 

baru. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga juga terus berusaha untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kecepatan pelayanan 

serta mengadakan sosialiasi bagi masyarakat tentang jenis-jenis pelayanan yang 

ada di MPP Kabupaten Purbalingga yang dituangkan dalam Standar Pelayanan. 

 



 

3. Rencana Aksi 

a. Merevisi draft Standar Pelayanan dengan  alur pendaftaran  izin yang lebih  

jelas dan  membuat publikasi di setiap tempat layanan kesehatan seperti RS, 

Puskesmas, Klinik dan lain-lain. 

b. Menetapkan jangka waktu pelayanan yang tegas dalam Standar Pelayanan 

dan menempatkan beberapa verifikator yang siap dalam memproses 

perizinan di MPP Digital. 

c. Mengadakan sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat 

atau unit kerja di Wilayah Kabupaten Purbalingga. 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Transformasi Penerapan 

Pelayanan Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Mal Pelayanan Publik 

Digital, maka DPMPTSP Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk : 

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP; 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan 

sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten 

Purbalingga; 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu DPMPTSP 

Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan izin yang prima 

kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. 
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